
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 74 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN 

DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  

PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI 

TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka sinkronisasi pengeloaan keuangan   

daerah antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ 

Kota; 

b. bahwa berdasarkan disposisi persetujuan Bupati Tanah 

Laut atas Telaahan Staf Kepala BPKAD Kabupaten Tanah 

Laut Perihal Perubahan Kedua Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 147 Tahun 2017 tentang Ketentuan Biaya 

Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 

dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai 

Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Personil Non 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun Anggaran 2018; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 147 Tahun 2017 

tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, 

Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai 

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak 

tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 

2018; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 



2 

 

 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9); 

 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan    Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 



3 

 

 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

533); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 

Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2017 Nomor  6); 
 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 147 TAHUN 

2017 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI 

SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH 

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 

 

Merubah Lampiran V yang terkait dengan besaran uang representatif 

perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 2  

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

                                                                  

 

Ditetapkan  di Pelaihari 

pada tanggal   27 November 2018  
    

       BUPATI TANAH LAUT, 

          

       Ttd 

 

       H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal  27 November 2018    
 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

  Ttd 

 

    H. SYAHRIAN NURDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 74 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR  :  74  TAHUN 2018  

TANGGAL  :  27 November 2018                               
 
 

UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 

No. Uraian 
Luar daerah luar 

Provinsi (Rp) 

Luar daerah 
dalam Provinsi 
lebih 8 jam (Rp) 

1 Pejabat Negara 600.000 300.000 

2 Tingkat A 500.000 250.000 

3 

Tingkat B1 350.000 200.000 

Tingkat B2 225.000 150.000 

 

 
Keterangan : 
Uang representatif diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dinas dan 
dibayarkan secara lumpsum 

 
 

BUPATI TANAH LAUT, 
 

Ttd 
 

H. SUKAMTA 

 
 

 


